BAB V

PENUTUP

5. 1 Kesimpulan
Berdasarkan apa yang telah dijabarkan di dalam bab-bab sebelumnya,

maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik melalui penelitian di

dalam penulisan hukum ini untuk menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu:

5.1.1 Asas Systematische Specialiteit yang termuat dalam Pasal 14 UU
TIPIKOR pada intinya diterapkan apabila terdapat pelanggaran
yang memenuhi 2 (dua) ketentuan undang-undang yang bersifat
khusus. Dalam hal adanya multi-interprestasi terhadap Tindak
Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Cukai, menjadi persoalan
undang-undang manakah yang dianggap lebih khusus
sebagaimana UU TIPIKOR dan UU CUKAI merupakan undang-

undang yang keduanya bersifat khusus ?

Pada dasarnya, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 14 UU
TIPIKOR yang secara tegas menyatakan bahwa UU TIPIKOR hanya
dapat diberlakukan terhadap tindak pidana di bidang administrasi
apabila undang-undang tersebut menyatakan tunduk terhadap UU
TIPIKOR, telah membuat bahwa penerapan asas Systematische
Specialiteit di dalam Pasal 14 UU TIPIKOR sesungguhnya sendiri
tidak dapat dioperasionalkan secara optimal. Sebab hingga saat ini,
hingga tidak ada satupun undang-undang di bidang administrasi yang
menyatakan secara tegas tunduk terhadap UU TIPIKOR. Hal tersebut
tentu menyebabkan ketidakjelasan penerapan asas Systematische

Specialiteit dalam hal terjadinya multi-interprestasi terhadap tindak
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pidana korupsi dan tindak pidana di bidang administrasi in casu tindak
pidana cukai.

Namun di sisi lain, apabila mengacu terhadap parameter asas
Systematische Specialiteit sebagaimana penerapannya merujuk pada
ketentuan Pasal 63 ayat (1) KUHP, sesungguhnya asas Systematische
Specialiteit tetap dapat diimplementasikan berdasarkan sanksi pidana
pokok yang paling besar sebagai tolak ukurnya. Selain itu dengan
mempertimbangkan aspek yuridis, aspek teoritis dan aspek sosiologis
yang pada intinya memberikan tolak ukur unsur kerugian keuangan
negara, sanksi pidana pokok serta hakekat dari perbuatan, asas
Systematische Specialiteit tetap dapat diimplementasikan dalam hal
terjadinya multi-interpretasi produk legislasi yang sama-sama bersifat
khusus.

Dalam hal ini, penulis melihat bahwa sesungguhnya terdapat
hal-hal yang saling bersinggungan langsung antara undang-undang di
bidang cukai dan undang-undang pada tindak pidana korupsi.
Ketentuan Pasal 2 UU TIPIKOR digolongkan sebagai “Delik Formal”,
menjadikan pemberlakukan Pasal 2 ayat (1) TIPIKOR bersifat luas

dan tidak membatasi pemberlakuannya. Hal ini dapat dikatakan

bahwa tindak pidana korupsi mengisyaratkan bahwa  dengan
dipenuhinya unsur-unsur tersebut maka suatu perbuatan dapat
digolongkan sebagai tindak pidana korupsi. Adanya persinggungan
tersebut, tentu menjadi suatu persoalan yang cukup kompleks,
sebagaimana UU CUKAI maupun UU TIPIKOR sama-sama
dikategorikan sebagai undang-undang bersifat khusus (lex specialis).

Apabila ditinjau dari aspek kerugian keuangan negara, dalam hal
terjadinya  kerugian negara dengan nominal  melampaui
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sudah seharusnya UU
TIPIKOR yang dianggap lebih specialis dari Undang-undang di
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bidang administrasi in casu UU CUKAI. Hal tersebut dapat dilihat
dari ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 Tentang Perbuatan Kedua atas Undang-Undang Nomor
30 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(selanjutnya UU KPK) pada intinya menegaskan bahwa KPK sebagai
instansi hanyalah berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan,
dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang menyangkut
kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah). Artinya, dapat dipertegas bahwa dengan adanya kerugian
negara diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) KPK
berwenang untuk melakukan penyidikan serta menjalankan proses
dengan ketentuan UU TIPIKOR tehadap pekara tersebut. Sekalipun
nilai kerugian keuangan negara dibawah Rp 1.000.000.000,- (satu
miliar rupiah) perbuatan tersebutpun tetap diklasifikasikan sebagai
tindak pidana korupsi sebagaimana kewenangan penyidikannya
berada pada Kejaksaan dan Kepolisian.

Walaupun pada dasarnya ketentuan pada UU CUKAI

menekankan pidana denda secara maksimal yakni paling sedikit 2

(dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai
yang seharusnya dibayar, namun berdasarkan analisis penulis hal
tersebut jarang sekali ditemukan. Sementara pada UU TIPIKOR,
Penuntut umum dapat saja menerapkan Pidana Tambahan terhadap
Terdakwa sebagaimana diatur pada Pasal 18 UU TIPIKOR untuk
dapat mencapai tujuan pengembalian negara semaksimal mungkin
sesuai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena, UU
TIPIKOR haruslah dianggap lebih specialis dari UU CUKAL.
Lebih lanjut apabila ditinjau berdasarkan Saksi Pidana Pokok,
dalam hal adanya multi-interprestasi terhadap Tindak Pidana Korupsi

dan Tindak Pidana Cukai, sudah sepantasnya diterapkan konsep
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concursus idealis. Konsep concursus idealis sendiri yang termuat pada
Pasal 63 ayat (1) KUHP pada intinya menitikberatkan (lex specialis)
ketentuan undang-undang yang memuat ancaman pidana paling berat
dan oleh karenanya perlu dilihat langsung terhadap sanksi pidana yang
diterapkan pada ketentuan Pasal UU CUKAI dan UU TIPIKOR.

Dalam hal ini, penulis menggunakan Pasal 50 UU CUKAI serta
Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR sebagai batu ujinya. Pasal 50 UU CUKAI
memuat pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5
(lima) tahun. Sementara Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR memuat pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan atau paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dapat dilihat, bahwa
secara relatif dapat dikatakan bahwa UU TIPIKOR memiliki pidana
pokok yang lebih berat daripada ketentuan pidana yang terdapat dalam
undang-undang di bidang administrasi. Hal tersebut juga dipertegas
dengan adanya pernyataan Andhi Nirwanto dalam bukunya berjudul
Asas Kekhususaan Sistematis Bersyarat Dalam Hukum Pidana
Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi yang pada intinya menyatakan
dalam hal UU TIPIKOR memiliki pidana yang lebih berat dari Undang-
undang di bidang administrasi, maka sesuai sistem absorbsi sudah
sepantasnya undang-undnag dengan ancaman pidana paling beratlah
yang digunakan. Sehingga dalam hal ini, penulis beranggapan, dengan
menggunakan sanksi pidana terberat sebagai tolak  ukur
diimplementasikannya asas Systematische Specialiteit, maka sudah
sangatlah jelas bahwa ketentuan UU TIPIKOR bersifat lebih khusus
dari pada UU CUKALI.

Terakhir, yang terpenting adalah actus reus dan mens rea yang
merupakan elemen essensial dari adanya suatu kejahatan. Hakekat atas
perbuatan yang dilakukan menjadi bagian penting dan tidak dapat

dikesampingkan. Sebab dengan melihat niat kesengajaan atau tidaknya
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perbuatan dari pelaku, kita dapat mengetahui hakekat perbuatan yang
sebenarnya ada dari diri pelaku, meskipun hal tersebut menjadi bagian
yang sulit untuk dibuktikan. Namun dalam hal ini, penulis beranggapan
bahwa selama dapat dilihat serangkaian perbuatan dalam kesatuan

fakta dan terbukti bahwa pelaku memiliki niat untuk berperilaku
koruptif, maka sudah sepantasnya atas perbuatannya tersebut
dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Adapun perilaku koruptif
tersebut dapat dilihat dari sejauh mana pelaku atas kesadarannya
melakukan perbuatan tersebut secara berkelanjutan atau residivis, serta
seberapa besar kerugian keuangan negara yang telah ditimbulkan
dari pelakunya. Apabila dalam suatu perkara, ditemukan dan terbukti
terdapat 2 (dua) indikasi tersebut, maka sudah jelas perbuatannya
tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan yang koruptif dan oleh
karenanya sudah semantasnya diterapkan ketentuan undang-undang
pada tindak pidana korupsi.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, penulis juga melakukan
analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor
259/Pid.Sus/2016/PN SDA tanggal 28 Juni 2016 yang pada dasarnya
menyatakan bahwa Terdakwa Mahmud bin Maujud terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Cukai. Dengan
menerapkan parameter, dapat penulis simpulkan bahwa perbuatan
Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur pada ketentuan UU
TIPIKOR. Terdkawa telah secara sadar melakukan perbuatan secara
melawan hukum yaitu menjalankan kegiatan produksi rokok tanpa
memiliki ijin menjalankan kegiatan pabrik dan ijin Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) atas kesadarannya sendiri,
sebagaimana memperkaya dirinya sendiri dengan cara yang

bertentangan dengan hukum serta menimbulkan kerugian keuangan
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5.1.2

negara enilai Rp.1.991.418.500,- (satu miliar Sembilan ratus sebelas
juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).

Atas hal tersebut, penulis berkesimpulan bahwa dalam pekara a
quo, dapat dikatakan perbuatan pelaku sebagaimana diklasifikasikan
sebagai tindak pidana cukai hanyalah merupakan modus atau sarana

untuk terjadinya tindak pidana korupsi atas perilaku yang koruptif

untuk memperkaya dirinya sendiri. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa secara teoritis, dalam hal adanya multi-interprestasi 2 (dua)

ketentuan undang-undang di bindang administrasi dan undang-undang
pada tindak pidana korupsi sebagaimana keduanya bersifat khusus,
ketentuan undang-undang di bidang korupsi yang dianggap lebih

khusus. Namun kembali lagi, oleh karena tidak adanya ketentuan
undang-undang di bidang admnistrasi yang secara tegas tunduk
terhadap UU TIPIKOR, ketentuan asas Systematische Specialiteit di
dalam Pasal 14 UU TIPIKOR tidak dapat dioperasikan terhadap

ketentuan undang-undang di bidang administrasi lainnya.

Berbedanya kewenangan aparat penegak hukum dalam hal
terdapat suatu pelanggaran yang memenuhi ketentuan UU
CUKAI dan UU TIPIKOR, menimbulkan persoalan terhadap
kewenangan aparat penegak hukum Tindak Pidana Korupsi dan
Tindak Pidana Cukai, sebagaimana keduanya memiliki penyidik
serta kewenangan yang berbeda. Sehingga dalam hal ini
menimbulkan persoalan bagaimana kedudukan prinsip
kesamaan dimuka hukum dalam penyelesaian perkara yang
menimbulkan multi-interpretasi antara Tindak Pidana Korupsi
dan Tindak Pidana Cukai ?
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Meskipun pada analisis rumusan masalah pertama telah
dinyatakan bahwa secara teori ketentuan undang-undang di bidang
korupsi yang dianggap lebih khusus dari ketentuan undang-undang di
bidang administrasi, hal lainnya yang membuat ketentuan asas
Systematische Specialiteit sulit diimplementasikan terhadap multi-
interpretasi UU TIPIKOR dan UU CUKAI, ialah mengenai adanya
perbedaan kewenangan aparat penegak hukum pada tindak pidana
korupsi dan tindak pidana cukai yang berbeda. Pada hakikatnya, dalam
hal menangani adanya tindak pidana korupsi kewenangannya
dikerahkan terhadap 3 lembaga penegak hukum yakni; Komisi
Pemberantas Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Polri. Sementara
terhadap tindak pidana cukai berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
huruf b KUHAP sebagaimana masuk pada ranah administrasi,
wewenang penyidikan pada lingkup bidangnya tersendiri dilakukan
khusus dilakukan oleh “Penyidik Pegawai Negeri Sipil” (PPNS) in
casu PPNS Bea dan Cukai. Hal ini menunjukan, bahwa dalam hal
adanya multi-interprestasi atas unsur tindak pidana di bidang
administrasi sekaligus memenuhi unsur tindak pidana korupsi, akan
diproses oleh penyidik dari dua institusi yang berbeda.

Lantas perbedaan kewenangan tersebut  menggambarkan
adanya kesulitan dalam tataran praktis khususnya dalam rangka
penegakan hukum, ketika terjadi materiel handeling yang sama-sama
melanggar undang-undang di bidang administrasi dan UU TIPIKOR.
Belum lagi hal tersebut akan memicu timbulnya ketidaksetaraan asas
persamaan dimuka hukum (equality before the law) sebagaimana
ketentuan sanksi pada ketentuan UU CUKAI dan UU TIPIKOR
memiliki perbedaan yang cukup jauh. Kesamaan dimuka hukum

Khususnya dalam sistem peradilan pidana ditujukan agar peradilan
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jauh dari tindakan dan perlakuan diskriminasi dalam segala bentuk,

dengan tiga patokan, antara lain :%

4. Persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan
selama persidangan pengadilan;

5. Diberikan hak perlindungan yang sama oleh hukum;

6. mendapat perlakuan yang sama di bawah hukum

Bertolak pada kutipan diatas, sangatlah jelas bahwa pada
dasarnya pelaku tetaplah perlu diberikan hak perlindungan yang sama
oleh hukum. Sementara apabila mengacu pada ketentuan pembebanan
sanksi terhadap UU CUKAI dan UU TIPIKOR, hal tersebut akan
bertolak belakang dengan prinsip kesamaan dimuka hukum
sebagaimana ketentuan sanksi pidana sangatlah berbeda. Namun
apabila hal tersebut dihubungkan dengan parameter asas
Systematische Specialiteit sebagaimana mengandung kaidah bahwa
pemidanaan harus sesuai dengan kesalahannya, maka tentu terhadap
suatu perkara perlu mengacu pada konsep concursus idealis
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat (1) KUHP. Konsep
concursus idealis tersebut pada intinya menitikberatkan (lex specialis)
ketentuan undang-undang yang memuat ancaman pidana paling berat
dan oleh karenanya perlu dilihat langsung terhadap sanksi pidana yang
diterapkan pada ketentuan Pasal UU CUKAI dan UU TIPIKOR. Oleh
karena telah diketahui bahwa pada hakekatnya apabila titikberat lex
specialst ditinjau dari ancaman pidananya, UU TIPIKOR memiliki
ancaman pidana paling berat dari pada undang-undang di bidang

administrasi tentu akan menekankan pada pemberlakuan UU

98 Muladi, Op.cit
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TIPIKOR sebagaimana kewenangannya terdapat pada Kejaksaan,
Kepolisian dan KPK. Dan oleh karenanya,_sesuai pemberlakukan
UU_TIPIKOR, Kejaksaan, Kepolisian _dan KPK berwenang

melakukan penyidikan atas adanya kasus tindak pidana korupsi

pada bidang cukai. Hanya saja, hingga saat ini terurtama dalam

praktiknya hal tersebut masih sukar untuk dilakukan sebagaimana

pada bidang pidana administasi sendiri khususnya pidana cukai

telah terdapat PPNS Bea dan Cukai yang lebih specialist dalam

hal adanya pelanggaran di bidang cukai. Sebab, hingga saat ini

belum ada ketentuan yang mengatur kewenangan Kejaksaan,
Kepolisian dan KPK untuk melakukan penyidikan terhadap adanya
tindak pidana korupsi di bidang pidana administasi khususnya pidana
cukai. Hal tersbut tidak lain karena pada dasarnya KUHAP
menetapkan adanya instansi khusus yang berwenang secara khusus
mengangani perkara pada bidang admnistrasi yang telah ditetapkan,
atau dalam perkara a quo adalah PPNS Bea dan Cukai.

Sehingga, meskipun dalam suatu hal terjadi kasus tindak pidana
cukai yang juga memenuhi unsur ketentuan UU TIPIKOR dan
seharusnya kewenangan pada penyidiknya berada pada Kejaksaan,
Kepolisian dan KPK, menimbulkan permasalahan baru bagaimana
Kejaksaan, Kepolisian dan KPK dapat melakukan penyidikan
terhadap kasus tindak pidana korupsi pada cukai sebagaimana
specialist bidang tersebut berada pada PPNS Bea dan Cukai. Oleh
karena itu, dengan adanya wacana (per tanggal 24 April 2020) terkait
KPK dan bidang cukai, sebagaimana KPK sebagai aparat penegak
hukum tengah melakukan proses permohonan kewenangan untuk
melakukan penyidikan pada bidang bea dan cukai kepada pemerintah,
menjasi awal yang baik yang dapat menjadi solusi atas adanya

perbenturan kewenangan aparat penegak hukum dalam hal tindak
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pidana korupsi di bidang cukai. Selain itu, diharapkan juga dapat
menjadi sebuah solusi yang terbaik untuk dapat menuntaskan seluruh
kejahatan-kejahatan oleh pelaku yang koruptif dan dapat mengurangi
indikasi-indikasi buruk terhadap kerugian keuangan negara.

5.2 Saran
Berdasarkan keseluruhan pembahasan sebelumnya, tentu penulis

menemukan beberapa kesulitan terhadap kedua rumusan masalah tersebut
yang saling berkaitan satu sama lainnya. Penulis beranggapan bahwa pada
dasarnya Asas Systematische Specialiteit sebagaimana termuat dalam Pasal 14
UU TIPIKOR secara teoritis sangat dapat diimplementasikan terhadap multi-
interprestasi 2 (dua) ketentuan undang-undang yang bersifat khusus, atau
dalam analisis ini ialah undang-undang di bidang cukai in casu UU CUKAI
dan undang-undang pada tindak pidana korupsi in casu UU TIPIKOR. Hal ini
terlihat bahwa pada dengan menggunakan tolak ukur yang digunakan untuk
dapat mengimplementasikan asas Systematische Specialiteit dalam hal
terjadinya multi-interprestasi, memperlihatkan sesungguhnya terhadap
ketentuan UU CUKAI dan UU TIPIKOR saling bersinggungan sehingga
dalam beberapa kasuas membuat pelanggaran pada UU CUKAI memenuhi
juga unsur-unsur pada ketentuan UU TIPIKOR. Hal tersebut tentu membuat
penulis menyimpulkan bahwa dalam hal adanya multi-interprestasi 2 (dua)
ketentuan undang-undang di bidang administrasi dan undang-undang pada
tindak pidana korupsi sebagaimana keduanya bersifat khusus, maka secara
teori ketentuan undang-undang di bidang korupsi yang dianggap lebih khusus.
Hanya saja, nyatanya hal tersebut kerap kali sulit difungsikan atas adanya
persoalan mendasar dalam praktik penegak hukum.

Meskipun pada analisis rumusan masalah pertama telah dinyatakan
bahwa secara teori ketentuan undang-undang di bidang korupsi yang dianggap

lebih khusus dari ketentuan undang-undang di bidang administrasi, hamun
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nyatanya tidak adanya ketentuan undang-undang di bidang admnistrasi yang
secara tegas tunduk terhadap UU TIPIKOR serta perbedaan kewenangan
aparat penegak hukum pada tindak pidana korupsi dan tindak pidana cukai
menjadi suatu penghalang untuk dapat diimplementasikannya asas
Systematische Specialiteit. Sebab, seperti yang telah diuraikan sebelumnya
hingga saat ini belum terdapat ketentuan secara tegas yang mengatur
kewenangan Kejaksaan, Kepolisian dan KPK untuk dapat melakukan
penyidikan terhadap adanya tindak pidana korupsi di bidang pidana
administasi khususnya pidana cukai. Kewenangan penyidikan terhadap
perkara pada bidang administrasi sepenuhnya dipegang oleh instansi khusus
pada bidangnya, atau dalam hal ini adalah PPNS Bea dan Cukai. Sehingga,
meskipun dalam suatu hal terjadi kasus tindak pidana cukai yang juga
memenuhi unsur ketentuan UU TIPIKOR, kewenangan atas pemeriksaan serta
menyidikan tetap berada pada PPNS Bea dan Cukai.

Sehingga, meskipun dalam suatu hal terjadi kasus tindak pidana cukai
yang juga memenuhi unsur ketentuan UU TIPIKOR dan seharusnya
kewenangan pada penyidiknya berada pada Kejaksaan, Kepolisian dan KPK,
menimbulkan permasalahan baru bagaimana Kejaksaan, Kepolisian dan KPK
dapat melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi pada cukai
sebagaimana specialist bidang tersebut berada pada PPNS Bea dan Cukai. Hal
ini tentu sangat disayangkan sebab secara teori antara UU TIPIKOR dan UU
CUKAI sama-sama merupakan tindak pidana khusus yang keduanya memiliki
unsur-unsur pasal yang beririsan satu sama lain. Walaupun PPN Bea dan Cukai
berwenang menangani perkara-perkara yang berkaitan pada lingkup Bea
Cukai, namun secara praktisi atas kewenangan yang dimilikinya penyidik KPK
juga berwenang menangani perkara tersebut sepanjang memenuhi unsur-unsur
yang termuat pada pasal UU TIPIKOR. Adanya pembenturan tersebut,
mungkin perlu dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah khususnya oleh

Lembaga Legislatif untuk menindaklanjuti permohonan aparat penegak
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hukum KPK terhadap kewenangan untuk melakuakn penyidikan pada bidang
dan cukai yang sekiranya dapat menjadi solusi atas adanya perbenturan
kewenangan aparat penegak hukum dalam hal tindak pidana korupsi di bidang
cukai. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi sebuah solusi yang terbaik
untuk dapat menuntaskan seluruh kejahatan-kejahatan oleh pelaku yang
koruptif dan dapat mengurangi indikasi-indikasi buruk terhadap kerugian
keuangan negara.
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